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PERTIWI 

NPM: 2103100011 

 

ABSTRAK  

 

 

 Pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan sampah, terutama di kota 

besar seperti Medan. Sesuai UU No. 18 Tahun 2008, sampah harus dikelola secara 

sistematis agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. TPA 

Terjun yang sebelumnya memakai sistem open dumping yang tidak sesuai dengan 

prinsip pengelolaan sampah dalam Undang – Undang tersebut kini telah beralih ke 

sistem sanitary landfill yang lebih aman dan ramah lingkungan. Peran Dinas 

Lingkungan Hidup dan Manajemen Sumber Daya Manusia sangat penting untuk 

memastikan pengelolaan sampah sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu 

bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berbasis lingkungan. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Fungsi MSDM 

Dlam Pengelolaan TPA Terjun Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Teori 

MSDM yang digunakan adalah Teori Gary Dessler (2017). Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode desktiptif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi dan 

kepustakaan. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak tiga orang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui Efektivitas fungsi 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam pengelolaan TPA Terjun oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah berjalan dengan cukup baik 

mencakup aspek rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, hubungan 

ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ekuitas karyawan. Meski 

demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki seperti 

penambahan tenaga kerja dan armada pengangkutan sampah untuk meningkatkan 

efektivitas pengelolaan sampah yang lebih baik, peningkatan pengawasan kinerja, 

serta perbaikan kompensasi bagi tenaga kerja non-PNS. Kemudian, kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang pemilihan serta pengelolaan sampah yang baik 

dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang sampah.  

 

Kata Kunci: Efektivitas, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengelolaan 

Sampah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk semakin pesat 

terlebih di daerah perkotaan yang pertambahan penduduknya semakin padat. 

Dengan bertambahnya penduduk dan aktifitasnya berarti kebutuhan masyarakat 

semakin tinggi, baik kebutuhan primer, skunder, dan juga tersier. Kemasan - 

kemasan produk habis pakai menjadi sampah, sekecil apapun itu sampah 

merupakan sekumpulan material yang sudah tidak terpakai. Adapun kategori 

sampah ada dua yaitu, sampah organik dan anorganik. Sampah organik dpat 

berupa sisa makanan, sayuran, buah - buahan atau hijauan lainnya. Sampah 

organik ini pengolahnnya dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa melalui 

proses tertentu seperti pakan ternak dan kompos. Sampah anorganik dapat berupa 

potongan kaca, kertas, logam, plastik, karet dan bahan anorganik lainnya, dapat 

diatasi dengan cara mengurangi penggunaanya atau bahkan di daur ulang. 

 Undang-Undang (UU) nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah 

menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses 

alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, 

dan dapat bersifat dapat terurai atau tidak terurai yang dianggap sudah tidak 

berguna lagi. Dapat dikatakan bahwa setiap aktivitas manusia menimbulkan 

sampah, maka dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan bertambah pula 

sampah. Masalah sampah menjadi tantangan bagi kota kota besar di dunia karena 

perkembangan dan pertumbuhan aktivitas ekonomi serta faktor-faktor lain yang 
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mempengaruhi banyaknya sampah (Khairiah & Muntaza, 2023). 

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemprosesan, 

daur ulang, atau pengelolaan pembuangan dari material sampah. Material sampah 

yang dihasilkan dari kegiatan manusia, yang dapat dikelola untuk mengurangi 

dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika (Salinding, dkk., 2016). 

Saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus karena sampah yang dibiarkan begitu saja dapat menimbulkan dampak 

negatif bagi lingkungan dan dapat membahayakan kesehatan karena sampah dapat 

menyebabkan penyakit (Axmalia & Mulasari, 2020). 

 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan bagian penting dari sistem 

pengelolaan sampah karena TPA adalah tempat untuk memproses dan 

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia serta 

lingkungan.Umumnya pengelolaan sampah di TPA Indonesia ada tiga metode 

yakni metode open dumping, control landfill dan sanitary landfill. Namun, 

metode open dumping tidak lagi direkomendasikan oleh pemerintah karena sistem 

ini mengakibatkan pencemaran air dan tanah karena cairan lindi serta berkembang 

biaknya binatang seperti tikus, kecoa, lalat dan nyamuk. 

Pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas yang semakin berkembang 

turut meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Kondisi ini 

membutuhkan penanganan dan pehatian khusus dari pemerintah, khusunya dalam 

pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan agar lingkungan tetap bersih. 

Kota Medan adalah salah satu kota yang pernah dinobatkan kota terkotor dalam 

penilaian Adipura tahun 2018. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas 
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Lingkungan Hidup Kota Medan setiap warga kota medan menghasilkan 0,7 kg 

sampah per harinya (Yusna Nasution, dkk., 2021). 

TPA Terjun berlokasi di Kelurahan Terjun jalan Marelan Raya Pasar V 

Rengas Pulau, Kec.Medan Marelan seluas 137.563 m3 yang mulai dioperasikan 

sejak tahun 1993 dengan sistem open dumping. Menurut (Izharsyah, 2020) open 

dumping salah satu metode yang digunakan dalam pengelolaan sampah yang 

secara teknis berarti sampah yang masuk kedalam area ditumpuk dan diratakan 

tanpa penimbunan yang menyebabkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. 

Dalam menerapkan metode open dumping TPA ini dibantu, menggunakan 16 alat 

berat seperti buldoser, ekskavator, dan loader untuk meratakan tumpukan sampah. 

Sampah yang masuk ke TPA Terjun berasal dari berbagai sumber, termasuk 

sampah rumah tangga dan industri, dengan perbedaan sampah organik dan 

sampah anorganik. 

Saat ini TPA Terjun megubah pengelolaan sampah dari sitem open 

dumping menjadi sistem sanitary landfill, pengoperasian sanitary landfill 

mendapatkan input yang berupa sampah dan sumber daya baik sumber daya yang 

dapat diperbaharui maupun yang tidak terbarukan seperti : lahan, bahan bakar 

untuk mengangkut sampah ke unit SLF, dan beberapa material lainnya, untuk 

mengolah air lindi. Selama pengoperasian landfill, diperlukan bahan bakar minyak 

untuk mengoperasikan alat-alat berat di lapangan, dan penggunaan energi listrik 

untuk mengoperasikan timbangan. 

Peran Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran startegis dalam 

memastikan sampah ditangani secara efektif untuk mencegah dampak negatif 
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yang ditimbulkan. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memiliki 

peran penting dalam pengelolaan TPA yang efektif. Komponen seperti 

perencanaan tenaga kerja, pelatihan karyawan, pemberian motivasi, hingga 

pengawasan kerja menjadi indikator yang menentukan kualitas pengelolaan 

limbah yang ada di TPA Terjun. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

melalui proses penelitian dengan judul “Efektivitas Fungsi MSDM dalam 

Pengelolaan TPA Terjun Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan” 

1.2.  Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana Efektivitas Fungsi MSDM dalam Pengelolaan TPA Terjun 

Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan?” 

1.3.  Tujuan Penelian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Fungsi MSDM dalam 

Pengelolaan TPA Terjun Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a) Aspek teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam 

bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), khususnya terkait 

pengelolaan tenaga kerja di sektor pelayanan publik seperti pengelolaan 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
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masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya. 

c) Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Pada Bab ini berisikan dan menguraikan teori tentang, Pengertian 

Efektivitas, Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas, 

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia ( MSDM), Fungsi 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Tujuan dan Ruang 

Lingkup Manajemn Sumber Daya Manusia (MSDM), Tujuan dan 

Fungsi Pengelolaan, dan Pengelolaan TPA Sampah. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada Bab ini berisikan tentang, Jenis Penelitian, Kerangka 

Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, 

Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik 

Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas 

Objek Penelitian. 
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 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran 

BAB V : PENUTUP 

Pada Bab ini membuat kesimpulan dan hasil penelitian serta 

saran-saran yang diteliti. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1.  Efektivitas 

2.1.1.  Pengertian Efektivitas 

 Menurut Beni (2016 : 69) dalam (Sari, 2017) efektivitas adalah hubungan 

antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa 

jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi.  

 Menurut Mardiasmo (2017 : 134) dalam (Keller, 2016) mendefinisikan 

efektivitas sebagai tolak ukur yang menjadi tingkat keberhasilan suatu kejayaan 

pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi sudah 

berhasil mencapai tujuannya berarti organisasi tersebut sudah berjalan dengan 

efektif. 

 Menurut Sejathi (2011) dalam (Hayati, 2021) efektivitas merupakan 

“ketepatan hasil guna, menunjang tujuan” , yang berdasarkan Kamus Besar 

Bahsasa Indonesia (KBBI), adalah: 

a. Ketepatgunaan, berasal dari kata guna, yang memiliki arti dapat 

memberikan manfaat. 

b. Hasil Guna berasal dari kata dasar hasil, guna, yang memiliki arti berhasil. 

c. Menunjang Tujuaan berasal dari kata dasar menunjang, tujuan, yang 

memiliki arti menunjang tujuan, efektif dan efisien. 

Menurut Halim (2004:166) dalam (Pertiwi et al., 2014) mendefinisikan 

efektivitas merupakan keadaan yang terjadi akibat atas yang dikehendaki. 

Sedangkan menurut Muhidin (2009:21) dalam (Sunarti, 2019), efektivitas juga 
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berhubungan dengan masalah tingkat daya fungsi unsur atau komponen, tingkat 

kepuasan pengguna, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tujuan atau 

hasil pencapaian. 

Berdasarkan pendapat (Adolph, 2016) efektivitas adalah suatu keadaan di 

mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan kata lain pengertian efektivitas 

secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapai suatu tujuan yang telah 

terlebih dahulu ditentukan. 

Menurut Gibson (Bungkaes 2013:46) dalam (PUTRI, 2019), efektivitas 

didefinisikan sebagai penilaian yang dilakukan terhadap kinerja seseorang, 

kelompok, atau organisasi.  

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka efektivitas dapat disimpulkan sebagai 

sejauh mana suatu organisasi atau individu berhasil mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini mencakup pencapaian hasil yang diinginkan dengan cara yang 

tepat, efisien, dan bermanfaat. Jika tujuan yang sudah direncanakan dapat tercapai 

sesuai dengan harapan, maka organisasi atau individu tersebut dianggap efektif. 

Dengan kata lain, efektivitas mengukur tingkat kesesuaian antara tujuan yang 

telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.  

2.1.2.  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 

Sehubungan dengan teori-teori efektivitas yang telah dikemukakan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada empat komponen yang mempengaruhi 

efektivitas, menurut Steers (2005:11), yaitu: 
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1. Pertama, karakteristik organisasi. Ini terdiri dari unsur-unsur struktur, 

seperti formalisasi, desentralisasi, spesialisasi, rentang kendali, besarnya 

organisasi dan unit kerja, serta unsur teknologi. 

2. Kedua, karakteristik lingkungan. Ini terdiri dari unsur-unsur struktur, 

seperti desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, dan rentang kendali. 

3. Karakteristik pekerja, yang terdiri dari faktor-faktor yang tidak stabil pada 

organisasi (misalnya, ketertarikan, kemantapan kerja, dan komitmen pada 

tugas) dan faktor prestasi kerja (misalnya, motivasi, tujuan, dan 

kemampuan). 

4. Karakteristik kebijakan dan praktik manajemen termasuk komponen yang 

membentuk tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, 

penciptaan lingkungan yang fokus pada prestasi, kepemimpinan dan 

pengambilan keputusan, pengelolaan informasi dan proses komunikasi, 

serta inovasi dan adaptasi organisasi. 

Menurut (Sutrisno, 2010:146) dalam (Sunarti, 2019), terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu: 

1. Memiliki bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan. 

2. Mereka selalu dekat dengan pelanggan sehingga mereka dapat memahami 

kebutuhan pelanggan secara menyeluruh. 

3. Memberikan kepada para pegawai tingkat otonomi yang tinggi dan 

meningkatkan semangat kewirausahaan ( entrepreneurial spirit ). 

4. Berusaha keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
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5. Manajer terlibat aktif di semua tingkat dan karyawan mengetahui tujuan 

perusahaan. 

6. Memiliki struktur organisasi yang luwes dan sederhana, dengan aktivitas 

staf pendukung yang minimal. 

7. Mereka selalu dekat dengan usaha yang mereka ketahui dan pahami. 

8. Menggabungkan kontrol yang ketat dan disentralisasi untuk menjaga nilai 

inti perusahaan sementara kontrol yang longgar di bagian lain untuk 

mendorong risiko pengambilan dan inovasi. 

2.2.  Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)  

2.2.1.  Pengetian MSDM   

 Menurut Samsudin (2006:22) dalam (Fachrurazi, 2021) mengemukakan 

bahwa, manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas - aktivitas yang 

dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat di daya gunakan 

secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan.  

Menurut Marwansyah (2010:3) dalam (Fachrurazi, 2021) manajemen 

sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya 

manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan 

sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya 

manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan 

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. 

Berdasarkan pendapat (Sofyandi, 2008), manajemen sumber daya manusia 

didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen 

yaitu planning, organizing, leading dan controlling, dalam setiap aktivitas atau 
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fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, 

pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan 

transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga 

pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif 

dari sumber daya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara 

lebih efektif dan efisien. 

Menurut Desseler (2015:3) dalam (Anwar Prabu Mangkunegara, 2016) 

manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, 

menilai, dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, 

kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. 

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan 

untuk mengelola dan memanfaatkan potensi karyawan secara optimal dalam 

mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup berbagai fungsi, seperti perencanaan, 

rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, kompensasi, hingga hubungan 

industrial. Dengan penerapan fungsi-fungsi manajerial, manajemen sumber daya 

manusia diharapkan dapat mendukung kinerja organisasi agar lebih efisien. 

2.2.2.  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia sangat luas, hal ini disebabkan 

karena tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia yaitu 

mengelola unsur-unsur manusia dengan seefektif mungkin agar memiliki tenaga 

kerja yang memuaskan. Adapun fungsi – fungsi manajemen sumber daya manusia 

(MSDM) menurut Hasibuan (2007 : 21) : 
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1. Perencanaan 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah keinginan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrase 

koordiansi. 

3. Pengarahan 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar 

membantu dan mau bekerja sama dan bekerja secara efekstif dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

4. Pengendalian  

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar 

menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana. 

5. Pengadaan 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 
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7. Kompensasi 

Kompensasi adalah pemberian jasa langsung (direct) dan tidak langsung 

(indirect) berupa uang atau barang kepada karyawan berupa imbalan jasa 

yang diberikan kepada perusahaan. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerja sama yang serasi 

saling menguntungkan. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau 

bekerja sama sampai pensiun. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik 

sulit terwujud tujuan yang maksimal. 

2.2.3.  Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

 Tujuan umum adanya MSDM adalah untuk untuk memastikan bahwa 

organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui kinerja manusia. Sistem ini 

dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan atau 

organisasi dapat belajar dan menggunakan kesempatan untuk peluang baru. Selain 

itu, MSDM dipandang sangat perlu agar dapat mengoptimalkan kegunaan 
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(produktivitas) semua pekerja dalam sebuah organisasi. Selain itu, terdapat tujuan 

MSDM yang khusus, yaitu: 

1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan 

yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. 

2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia 

kontribusi, kemampuan dan kecakapan mereka. 

3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi 

prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti, sistem kompensasi dan insentif 

yang tergantung pada kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas 

pelatihan yang terkait kebutuhan bisnis. 

Menurut Henry Simamora, tujuan manajemen SDM juga dibedakan menjadi 4 

tujuan, yaitu: 

1. Tujuan sosial 

MSDM bertujuan agar bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap 

kebutuhan dan tantangan masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif 

tuntutan itu terhadap organisasi.  

2. Tujuan organisasional 

MSDM bertujuan untuk memiliki sasaran formal organisasi yang dibuat 

untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Melalui tujuan ini, 

manajemen sumber daya manusia berkewajiban meningkatkan efektifitas 

organisasional dengan cara meningkatan produktivitas, mendayagunakan 

tenaga kerja secara efisien dan efektif, mengembangkan dan 
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mempertahankan kualitas kehidupan kerja, mengelola perubahan dan 

mengkomunikasikan kebijakan. 

3. Tujuan fungsional 

Dengan adanya tujuan fungsional ini, departemen SDM harus menghadapi 

peningkatan pengelolaan SDM yang kompleks dengan cara memberikan 

konsultasi yang berimbang dengan kompleksitas tersebut. 

4. Tujuan pribadi 

MSDM berperan serta untuk mencapai tujuan pribadi dari setiap anggota 

organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya di dalam organisasi.  

2.2.4.  Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia menurut (Rezeki et al., 2021) 

adalah proses yang secara bertahap dilakukan dalam upaya mencapai perubahan 

yang diinginkan. Adapun ruang lingkup MSDM meliputi: 

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human Resources Planning) 

Berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan 

dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Biasanya perusahaan 

mengidentifikasi posisi yang kosong dalam suatu pekerjaan, serta melihat 

apakah ada kelebihan staf atau justru kekurangan tenaga kerja di beberapa 

jabatan. 

2. Analisis Pekerjaan (Job Analysis) 

Suatu cara untuk menganalisis dan menjelaskan secara rinci mengenai 

beban kerja atau job description dalam suatu organisasi maupun 

perusahaan. 
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3. Rekruitmen dan Seleksi (Recruitment and Selection)  

Setelah berhasil melakukan job analysis, kemudian perusahaan membuka 

lowongan kerja untuk melakukan proses rekrutmen karyawan baru. 

Setelah banyak menerima lamaran kerja, maka akan dilakukan proses 

seleksi. Tentunya karyawan yang akan diterima merupakan karyawan yang 

berhasil lolos di berbagai tahap seleksi. 

4. Orientasi dan Induksi (Orientation and Induction) 

Setelah calon karyawan terpilih melalui proses seleksi, maka akan 

dilakukan program induksi dan orientasi. Karyawan akan diberikan 

informasi mengenai latar belakang perusahaan. Lalu dijelaskan tentang 

bagaimana etika kerja, dan pengenalan dengan karyawan lainnya. 

5. Pelatihan dan Pengembangan (Training and Development) 

Setiap karyawan akan menjalani program pelatihan sebagai arahan agar 

dapat bekerja maksimal nantinya. Program ini juga dilakukan oleh 

beberapa staf yang sudah berpengalaman. Karena bagi karyawan lama pun 

perlu untuk mengingat kembali materi pelatihan MSDM yang sudah 

pernah diberikan sebelumnya, serta bisa menyesuaikan dengan 

keterampilan sukses milenial, juga keterampilan digital milenial terkini. 

6. Penilaian Kinerja Karyawan (Performance Appraisal) 

Biasanya setelah karyawan sudah bekerja sekitar 1 tahun, maka akan 

dilakukan penilaian kinerja oleh bagian SDM. Berdasar hasil penilaian ini, 

nantinya akan diputuskan insentif yang didapat, kenaikan gaji, atau 

promosi jabatan selanjutnya. 
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7. Strategi dan Kompensasi (Compensation Planning and Remuneration) 

Tugas dari departemen SDM lainnya adalah menetapkan aturan mengenai 

kompensasi dan tunjangan untuk para karyawan. 

8. Motivasi, Kesejahteraan, Kesehatan, Keselamatan Karyawan (Motivation, 

Welfare, Health, and Safety) 

Departemen SDM diharapkan mampu memberikan motivasi kepada 

seluruh karyawan, agar dapat bekerja dengan baik, dalam suasana kerja 

kondusif. 

9. Hubungan Industrial (Industrial Relations) 

Tetap menjaga hubungan baik antara karyawan, leader, manajer, dan 

semua yang terlibat dalam perusahaan atau organisasi sangatlah penting.  

2.3.  Konsep Pengelolaan 

2.3.1.  Pengertian Pengelolaan 

Menurut Nugroho (2003:119) dalam (Mahendra, 2023) mengemukakan 

bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. 

Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan 

biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

 Menurut Hasbiyallah dan Sujudi (2019: 1) dalam (Zaini Miftach, 2018) 

Pengertian pengelolaan (manajemen) pada dasarnya mempunyai arti yaitu 

mengarahkan sesorang dalam mencapai suatu tujuan. 

 Menurut Suharsimi Arikunta (2018) pengelolaan adalah pokok inti dari 

mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari 
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penyususnan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan 

pengawasan dan penilaian.  

 Menurut Soewarno Handayaningrat dalam (Umar, 2005) pengelolaan juga 

bisadiartikan sebagai penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan 

manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.  

 Dari beberapa pengertian - pengertian pengelolaan diatas, dapat 

disimpulkan pengelolaan adalah proses yang sistematis untuk mencapai tujuan 

tertentu melalui serangkaian langkah seperti perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, serta pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Pengelolaan 

melibatkan pengaturan dan penanganan hal-hal yang diperlukan untuk 

memastikan tujuan tercapai dengan cara yang efisien dan efektif. 

2.3.2.  Tujuan Pengelolaan  

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, 

sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi 

dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap 

pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan 

atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. 

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan : 

a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 
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b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan - tujuan yang saling 

bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan 

antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan- kegiatan yang saling 

bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi. 

c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat 

diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum 

yaitu efisien dan efektivitas. 

2.3.3.  Fungsi Pengelolaan 

Menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses 

pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan 

dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.  

 Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain 

Perencanaan (Planing), Pengorganisasian (Organizing), Pemberian Perintah 

(Commanding), Pengkordinasian (Cordinating), Pengawasan (Controlling). 

George R.Terry juga mengemukkan fungsi pengelolaan antara lain 

Perencaanan (Planing), Pengorganisasian(Organizing), Menggerakan (Actuating), 

Pengawasan (Controlling). 

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan di atas dapat dipahami 

bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang 

berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang 

berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, 

lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan 
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sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para 

pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan 

yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain 

sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka 

pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang 

menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa 

suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat 

terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan 

dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.  

2.4.  Pengelolaan TPA Sampah 

Peningkatan jumlah sampah mengakibatkan semakin kompleksnya 

masalah untuk mengelola sampah. Pengelolaan sampah padat adalah proses yang 

komplek karena mencakup banyak teknologi dan disiplin ilmu. Berdasarkan 

pendapat (Mahyudin, 2014), mencakup teknologi yang diasosiasikan dengan 

pengendalian atas timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan 

pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah, yang dapat diterima dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kesehatan masyarakat, ekonomi, keteknikan, 

estetika dan pertimbangan - pertimbangan lingkungan lainnya termasuk tanggap 

(responsive) terhadap masyarakat umum. 

Pengelolaan sampah kota di Indonesia menjadi masalah aktual seiring 

dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak 
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pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Beberapa penelitian 

menganalisis penyebab masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah di 

Indonesia. Chaerul (2007) dalam (Rizqi Puteri Mahyudin, 2018) menganalisis 

permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya 

kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak 

memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya 

pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Berdasarkan pendapat Kardono 

(2007:631) mengatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang ada di 

Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya jumlah sampah 

yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat 

pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah 

dan masalah biaya. 

Menurut Scheinberg (2010:9) dalam (Mahyudin, 2014) pengelolaan 

sampah akan gagal saat sampah jumlahnya terlalu banyak, berada ditempat yang 

salah, tidak cukup dekat dengan tempat menjual sampah, atau tidak didaur ulang 

dengan cukup. Solusinya terletak pada mendesain ulang produk, kemasan, dan 

proses sehingga sesuai untuk input ke dalam rantai nilai. 

Berdasarkan pendapat (Rizqi Puteri Mahyudin, 2018), apabila merujuk 

kepada tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah seperti masih menjadi 

tanggung jawab pemerintah saja dan belum menjadi tanggung jawab bersama. 

Salah satu penyebab permasalahan tersebut diantaranya kurang memadainya 

peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam 
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pengelolaan sampah sehingga berdampak pada tidak efisiennya pengelolaan 

sampah di Indonesia. 

Peraturan hukum yang ada tidak mengatur sistem pengelolaan sampah 

secara spesifik.Peraturan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

tidak diimplementasikan dengan baik karena rendahnya tingkat pelayanan 

pengelolaan sampah. Selain itu model pengelolaan sampah kota yang dianut oleh 

Indonesia masih mengacu pada jenis-jenis teknologi pengurugan lahan (sanitary 

landfill dan controlled landfill) dan lebih cocok diterapkan di negara-negara maju. 

Hal ini disebabkan karena model pengelolaan sampah kota pada negara maju tidak 

mempertimbangkan pengolahan sampah sederhana, aktivitas pemulung, 

rendahnya tingkat pelayanan pengelolaan sampah dan kurangnya data akurat 

mengenai sampah (Jain, 2005).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian  

 Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan, 

dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas bagaimana Efektivitas 

Fungsi MSDM Dalam Pengelolaan TPA Terjun di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi 

dan dokumentasi. 

 Menurut Martinelli & Khairiah (2021) dalam (N Rani & Martinelli., 2023) 

penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang mencoba 

menggambarkan fenomena berdasarkan pengalaman partisipan penelitian dan 

hasil observasi. Wawancara dan observasi adalah dua cara utama yang sering 

digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu 

hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

Menurut Moleong (2008: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
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3.2.  Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

UU Nomor 18 Tahun 

2008 tentang 

pengelolaan sampah  

Indikator MSDM menurut Gary Dessler 

(2017): 

1. Rekrutmen 

2. Pelatihan dan pengembangan 

3. Penilaian kerja 

4. Kompensasi karyawan 

5. Hubungan ketenagakerjaan 

6. Kesehatan dan keselamatan 

7. Ekuitas karyawan 

 

 

 

Monitoring dan evaluasi 

fungsi MSDM. 

Pengelolaan TPA Terjun yang efektif, 

efisien, dan produktif. 
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3.3.  Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah 

dilakukan dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Berkaitan dengan 

hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep- konsep sebagai berikut:  

a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

merupakan landasan hukum yang mengatur tata kelola sampah secara 

komprehensif, mulai dari pengurangan hingga penanganan sampah, 

dengan tujuan menciptakan sistem pengelolaan yang efektif, efisien, dan 

ramah lingkungan. Dalam konteks pengelolaan TPA Terjun, undang-

undang ini menekankan pentingnya upaya pengurangan sampah melalui 

penanganan sampah yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, 

pengolahan, dan pemrosesan akhir untuk meminimalkan dampak 

lingkungan. Dalam undang-undang ini, ditekankan pula pentingnya 

tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha 

dalam pengelolaan sampah yang efektif. 

b. Indikator Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Gary 

Dessler merujuk pada berbagai ukuran yang digunakan untuk menilai 

efektivitas dan efisiensi manajemen sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi. Menurut Dessler, indikator ini mencakup beberapa aspek 

penting seperti rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, 

kompensasi, hubungan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan, dan 

ekuitas karyawan. Dalam konteks pengelolaan TPA Terjun di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan, indikator-indikator tersebut digunakan 
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untuk menilai seberapa efektif kebijakan dan praktek MSDM dalam 

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, penerapan 

indikator-indikator ini memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana 

fungsi MSDM berperan dalam keberhasilan pengelolaan TPA Terjun di 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. 

c.  Pengelolaan TPA Terjun yang efektif, efisien, dan produktif adalah upaya 

terpadu untuk mengelola limbah padat dengan pendekatan yang 

mengutamakan keberlanjutan, optimalisasi sumber daya, dan minimisasi 

dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pengelolaan yang 

efektif memastikan tujuan utama tercapai, seperti pengurangan volume 

sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, dan optimalisasi proses 

pengolahan sesuai standar. Dalam hal efisiensi, pengelolaan dilakukan 

dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, 

anggaran, dan infrastruktur untuk menghasilkan hasil terbaik dengan biaya, 

waktu, dan energi yang minimal. Sementara itu, produktivitas tercapai 

melalui pengembangan manfaat tambahan, seperti penghasilan energi dari 

limbah, produksi kompos, atau penciptaan peluang ekonomi lokal. Dengan 

demikian, TPA Terjun dapat menjadi model pengelolaan limbah yang 

berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan 

masyarakat. 

d. Monitoring dan evaluasi fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM) 

merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam memastikan 

keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia di sebuah organisasi. 
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Monitoring fungsi MSDM adalah proses sistematis yang dilakukan untuk 

mengamati, mencatat, dan menilai pelaksanaan aktivitas atau program 

yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Monitoring 

berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau 

masalah dalam pelaksanaan kegiatan sehingga langkah perbaikan dapat 

segera diambil. Sementara itu, evaluasi fungsi MSDM adalah proses yang 

lebih berorientasi pada analisis hasil akhir dari pelaksanaan program atau 

kebijakan MSDM. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai, serta untuk memahami 

efektivitas dan dampak dari program atau kebijakan yang telah dijalankan. 

3.4.  Kategorisasi Penelitian   

Kategori menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian 

sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian 

pendukung untuk analisis data variabel tersebut. Dalam penelitian ini melihat 

pentingnya MSDM melalui penjabaran kategorisasi penelitian. Adapun yang 

menjadi kategorisasi dalam penelitian ini di dasari oleh pendapat Gary Dessler 

(2017) diantaranya: 

a. Rekrutmen 

 Rekrutmen yaitu proses menarik, mengundang, dan menemukan calon 

tenaga kerja yang dianggap potensial untuk menduduki jabatan tertentu 

dalam organisasi. 

b. Pelatihan dan pengembangan 

Pelatihan adalah proses melatih tenaga kerja menjadi ahli sehingga bisa 
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membantunya mengerjakan pekerjaannya pada saat ini. Pengembangan 

adalah proses melatih tenaga kerja menjadi ahli sehingga bisa 

membantunya mengerjakan pekerjaannya di masa depan. 

c. Penilaian kinerja 

Penilaian kinerja adalah proses evaluasi kinerja tenaga kerja dalam suatu 

organisasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan 

antara hasil aktual kinerja tenaga kerja dengan standar kinerja yang ada 

dalam organisasi tersebut. 

d. Kompensasi karyawan 

Kompensasi atau balas jasa adalah semua imbalan yang diterima oleh 

tenaga kerja sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikannya kepada 

organisasi. Imbalan tersebut berupa salah satu atau kombinasi dari bentuk -

bentuk imbalan berikut ini, yaitu: Gaji atau upah yaitu uang yang diterima 

oleh seseorang sebagai imbalan atas pekerjaannya. 

e. Hubungan ketenagakerjaan 

Terdapat tiga pihak yang berkepentingan dalam hubungan ketenagakerjaan 

atau hubungan industrial, yaitu tenaga kerja, organisasi atau perusahaan, 

dan pemerintah. Tujuan hubungan indistrial adalah menciptakan kemitraan 

yang sejajar antara pekerja dan pengusaha yang difasilitasi oleh 

pemerintah sebagi regulatornya. Hubungan industrial berusaha 

mewujudkan kesejahteraan semua pihak (industrial peace) suatu kondisi 

ketika pekerja melaksanakan kewajibannya kepada perusahaan dengan 

bekerja dan perusahaan juga melaksanakan kewajibannya dengan 
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memberikan balas jasa yang setimpal serta perlindungan terhadap pekerja 

sebagai wujud pemenuhan hak-hak pekerja yang sesuai dengan martabat 

kemanusiaan terhadap standar keamanan kerja. 

f. Kesehatan dan keselamatan 

Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja (K3) adalah hal yang paling 

penting untuk diperhatikan supaya tenaga kerja merasa terlindungi. Dan 

juga untuk mengurangi resiko organisasi dari pengeluaran yang lebih 

banyak karena harus menanggung biaya kecelakaan kerja, atau resiko 

hukum karena penuntutan dan ketidakpatuhan terhadap standar keamanan 

kerja. 

g. Ekuitas karyawan 

Merujuk pada keadilan atau kesetaraan dalam perlakuan terhadap 

karyawan di tempat kerja. Konsep ini menekankan bahwa setiap karyawan 

harus diperlakukan secara adil dalam hal kompensasi, pengakuan, peluang 

pengembangan, dan perlakuan umum sesuai dengan kontribusi dan 

kinerjanya 

3.5.  Informan atau Narasumber 

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam 

penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan 

permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan 

kondisi latar penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelaah Kebijakan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 
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2. Staff  

3. Petugas kebersihan TPA terjun 

3.6.  Teknik Pengumpulan Data  

 Menurut (Sugiyono 2016:308) teknik pengumpulan data adalah langkah 

utama pada penelitian, karena tujuan utama meneliti adalah untuk memperoleh 

data. Untuk memperoleh keterangan serta data dari narasumber, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1.Data Primer  

a. Observasi 

Dalam penelitian kualitatif dilakukan observasi yaitu dengan cara terjun 

langsung kelapangan dengan tujuan mengamati perilaku dan aktivitas yang 

dijadikan bahan penelitian. Peneliti dapat terjun langsung menjadi 

partisipan dalam pengumpulan data atau menjadi non parsitipan yang 

hanya melakukan pengamatan.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melaui proses tanya jawab 

lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak 

yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. 

Dalam hal ini peneliti mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Data Skunder  

a. Studi kepustakaan 

Pengumpulan data yang diperoleh dari buku buku, karya ilmiah, pendapat 
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para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 

3.7.  Teknik Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2016:335) analisis data kualitatif bersifat induktif, yang 

mana suatu analisis berlandaskan dari data yang didapat di lapangan selama 

penelitian. Setelah itu baru diluaskan menjadi pola hubungan atau menjadi 

hipotesis. Mulai dari hipotesis yang dirumuskan berkat dari data tersebut, setelah 

baru data yang di proses secara berulang-ulang tersebut menghasilkan kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa jenis reduksi data. 

Penyajiaan data dan penarikan kesimpulan mengenai Efektivitas Fungsi MSDM 

dalam Pengelolaan TPA Terjun di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Adapun 

teknik analisa data yang penulis ambil yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilahan dalam proses pemusatan perhatian, 

dalam proses menyederhanakan data, abstrak, transformasi data kasar yang 

diperoleh pada saat melakukan penelitian dilapangan. Proses reduksi data 

ini dilakukan selama terus menerus selama dilakukannya penelitian. 

Reduksi data terdiri atas meringkas data, mengkode, menelusur tema, 

membuat gugusan berdasarkan dengan seleksi ketat yang berlandaskan 

dari data, rangkuman atau catatan singkat, terakhir adalah menggolongkan 

ke dalam pola yang lebih luas. 
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b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah tahap di mana data yang telah dipilih dan diringkas 

disusun dalam format tertentu sehingga lebih mudah dipahami. Penyajian 

ini bisa berupa tabel, grafik, atau narasi yang memungkinkan peneliti 

melihat pola dan memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Dengan 

penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat melihat gambaran 

keseluruhan dan menentukan langkah atau keputusan selanjutnya. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir pada analisis data adalah menarik kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan adalah suatu bagian menetapkan makna terhadap data, setelah 

melakukan kesimpulan data selanjutnya adalah melakukan konfirmasi, 

tujuan tersebut dilakukan agar makna yang tersirat dari data tersebut telah 

tepat. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah berhubungan dengan 

Efektivitas Fungsi MSDM dalam Pengelolaan TPA Terjun Di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan. 
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3.8.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Jl. 

Pinang Baris No. 114, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. 

Dengan rentang waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai Maret 2025. 

 

Gambar 3.2 Lokasi Penelitian 

 

Gambar 3.3 Dinas Lingkungan Hidup 
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3.9.  Deskripsi Lokasi Penelitian  

a. Profil Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 

 Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan 

merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan tugas 

melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota 

Medan. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk 

memfasilitasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan disesuaikan dengan amanat 

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan 

kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah konsep pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa 

setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan 

kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya 

dimasa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengisyaratkan 

kepada keseimbangan dalam aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek 

ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Medan. 

b.  Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan  

1. Visi 

 Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus 

dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Medan, telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut: "Terwujudnya 

pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ramah lingkungan 

menuju pembangunan kota medan berkelanjutan " 
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2. Misi 

 Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Medan, dalam mewujudkan Visi 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah : 

a. Meningkatkan kuantitas dan Kualitas sumber daya alam dalam 

pengelolaan Lingkungan Hidup. 

b. Mendorong terwujudnya prinsip - prinsip Good Enviromental 

Governance. 

c. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 

 Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan misi dan 

tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.  

Tabel 3.1 Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Misi Tujuan 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

Sumber Daya Alam dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. 

1. Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas Sumber Daya Alam 

dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. 

2. Meningkatnya kualitas dan Sumber 

Daya Alam dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. 

3. Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana pengelolaan 

lingkungan hidup 

Mendorong terwujudnya prinsip -

prinsip Good Enviromental 

Governance 

1. Meningkatnya pelaksanaan prinsip 

- prinsip good governance 

pengelolaan lingkungan hidup 

2. Meningkatnya pemahaman dan 

aksebilitas masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. 

  

Sumber: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2021 – 2026 
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d.  Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan   

 

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan 

Sumber: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2021 – 2026 

e.  Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan 

 Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting 

yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan 

tingkat kinerja instansi tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki 

sumber daya manusia sebanyak 68 orang.  

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan 

Menurut tingkat Pendidikan 

 

Sumber: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2021-2026 

No Uraian No. Uraian 

1. 1 Orang berpendidikan S-3 4. 2 Orang berpendidikan D-3 

2. 16 Orang berpendidikan S-2 5. 0 Orang berpendidikan D-1 

3.  43 Orang berpendidikan S-1 6. 6 Orang berpendidikan SMA 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Hasil Penelitian  

 Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil 

penelitian dilapangan langsung dan telah memperoleh data mengenai pendapat 

informan. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian 

berlangsung di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mengenai Efektivitas 

Fungsi MSDM Dalam Pengelolaan TPA Terjun di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Medan. Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti 

dan menganalisis data-data yang diperoleh. 

 Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang telah didapat dari hasil 

penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data 

yang di peroleh dengan wawancara atau tanyak jawab dengan informan yang 

kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan, 

 Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah 

yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam 

penelitian ini. Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai 

permasalahan penelitian, setiap pertanyaan yang di ajukan peneliti akan di 

pergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah peyajian data 

yang telah didapatkan dari hasil wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Medan. 
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4.2.  Deskripsi Narasumber 

 Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penelaah Kebijakan Teknis 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Staff Operasional, Petugas Kebersihan 

TPA Terjun. Adapun narasumber sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia 

No Nama Jabatan Usia 

1. Erianto Pasaribu Penelaah Kebijakan 

Teknis 

53 

2. Azhar Staff Operasional 40 

3. Erdin Petugas TPA Terjun 50 

 

4.3. Hasil Wawancara 

4.3.1. Rekrutmen 

 Rekrutmen merupakan proses menarik, mengundang, dan menemukan 

calon tenaga kerja yang dianggap potensial untuk menduduki jabatan tertentu 

dalam organisasi. Menurut, Rivai (2009:65) dalam (Sunarsi, 2018) menjelaskan 

rekrutmen sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah 

perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai 

mendapatkan calon yang diinginkan atau memenuhi kualifikasi sesuai dengan 

jabatan atau lowongan yang ada. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Erianto 

Pasaribu selaku Penelaah Kebiijakan Teknis pada Selasa, 04 Maret 2024 pukul 

11.00 WIB beliau mengatakan bahwa: 
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“Dalam proses rekrutmen tenaga kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, 

ada dua mekanisme untuk merekrut tenaga kerja: PNS dan non-PNS. PNS melalui 

tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), 

di mana setiap calon pegawai harus menjalani ujian sebagai bagian dari proses 

seleksi resmi. Sementara itu, tenaga kerja non-PNS juga harus mengikuti proses 

ujian tertentu sebagai bagian dari mekanisme penerimaan tenaga kerja. Sistem 

ini diterapkan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang direkrut memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.” 

  

 Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Azhar selaku Staff Operasional 

pada Rabu, tanggal 5 Maret 2024 pukul 10.00 WIB mengatakan: 

“Meskipun  sebenarnya tidak ada standar atau kriteria khusus yang ditetapkan 

secara tertulis dalam proses rekrutmen, tenaga kerja yang direkrut harus 

memiliki kemampuan yang relevan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. 

Misalnya, operator alat berat harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan 

alat berat. Hingga saat ini, terdapat 17 unit alat berat yang digunakan untuk 

mendukung operasionalnya. Begitu juga dengan petugas timbangan, yang 

bertanggung jawab untuk mencatat jumlah sampah yang masuk setiap harinya. 

Petugas ini harus mampu mengoperasikan komputer, karena data yang mereka 

kelola akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah secara 

keseluruhan. Hingga saat ini, terdapat 17 unit alat berat yang digunakan untuk 

mendukung operasionalnya.” 

 

 Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Erdin selaku Petugas 

Kebersihan di TPA Terjun pada Rabu, 5 Maret 2024 pukul 11.00 WIB beliau 

mengatakan bahwa: 

“Secara keseluruhan sistem yang ada sudah berjalan dengan baik, terutama 

dengan pembagian tugas yang jelas dan bantuan dari dinas terkait. Namun, 

efektifitasnya masih bisa ditingkatkan dengan penambahan tenaga kerja dan 

penambahan armada pengangkutan sampah. Selain itu, sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan perlu digencarkan lagi.” 

  

 Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber 

dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tenaga kerja di 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dilakukan melalui dua jalur, yakni PNS 

yang seleksinya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan non-PNS 
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yang juga menjalani ujian untuk memastikan kompetensi sesuai dengan kebutuhan 

operasional. Meskipun tidak ada standar tertulis dalam proses rekrutmen tenaga 

kerja non-PNS, mereka diharapkan memiliki keterampilan yang relevan dengan 

pekerjaan yang dilakukan, seperti operator alat berat yang harus mampu 

mengoperasikan mesin dan petugas timbangan yang harus menguasai komputer 

untuk pencatatan data sampah. Dari sisi pengelolaan operasional, meskipun sistem 

yang ada sudah berjalan dengan baik berkat pembagian tugas yang jelas dan 

dukungan dari dinas terkait, efektivitas kerja masih bisa ditingkatkan. 

Penambahan tenaga kerja dan armada pengangkutan sampah dianggap perlu untuk 

meningkatkan kinerja, sementara sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

pentingnya menjaga kebersihan juga dinilai penting agar pengelolaan sampah 

lebih optimal. 

4.3.2. Pelatihan dan Pengembangan 

 Proses pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia dijelaskan 

dalam (Hidayah dkk, 2014) merupakan salah satu kunci kesuksesan dari sebuah 

organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan pelatihan dan 

pengembangan karyawan yaitu, untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik 

secara afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotoriknya (perilaku) serta 

mempersiapkan karyawan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi 

sehingga dapat mengatasi hambatan - hambatan yang sekiranya muncul dalam 

pekerjaan. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erianto Pasaribu selaku 

Penelaaah Kebijakan Teknis pada Selasa, 04 Maret 2024 pukul 11.00 WIB beliau 

mengatakan bahwa: 

 “Ada program pelatihan rutin yang diberikan kepada tenaga kerja yang 

bertugas di TPA, seperti contohnya untuk operator alat berat yang dimana setiap 

tahunnya dilakukannya training atau masa uji coba kembali dalam bentuk latihan 

cara mengoperasikan alat berat yang baik dan benar yang sesuai standar SOP. 

Dalam pelatihan ini Dinas Lingkungan Hidup berkerja sama dengan pihak 

traktor.” 

 Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhar selaku Staff 

Operasional pada Rabu, 5 Maret 2024 pukul 10.00 WIB beliau mengatakan 

bahwa: 

“Program pelatihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dirancang sesuai 

kebutuhan tenaga kerja untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi yang 

dilatih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.” 

 

 Kemudian Bapak Azhar juga berbicara tentang peran pelatihan dan 

pengembangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan TPA: 

“Peran pelatihan dan pengembangan dalam meningkatkan efektivitas 

pengelolaan di TPA sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan 

operasional dan kesadaran petugas. Misalnya,  melalui pelatihan yang diberikan 

Dinas Lingkungan Hidup, petugas tidak hanya belajar mengoperasikan alat – alat 

yang sudah ada, tapi juga memahami prosedur keselamatan kerja yang harus 

diterapkan. Di sisi lain, program pengembangan yang mencakup aspek 

manajerial juga penting, karena petugas yang naik ke posisi kepemimpinan perlu 

punya kemampuan untuk merencanakan dan mengambil keputusan strategis. 

Dengan demikian, tidak hanya keterampilan teknis yang meningkat, tetapi juga 

kemampuan dalam mengelola tim dan sumber daya secara efektif.” 

  

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber 

dapat disimpulkan bahwa program pelatihan bagi tenaga kerja di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan sangat diperhatikan, terutama untuk pekerja 

lapangan di TPA Terjun seperti operator alat berat yang menjalani pelatihan rutin 
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setiap tahun. Pelatihan ini bertujuan agar para operator dapat mengoperasikan alat 

berat sesuai dengan standar SOP yang telah ditetapkan, dan dilakukan melalui 

kerja sama dengan pihak traktor dan Dinas Lingkungan Hidup.  

 Selain itu, pengembangan manajerial juga penting untuk petugas yang 

dipromosikan ke posisi kepemimpinan, agar mereka mampu merencanakan dan 

mengambil keputusan strategis, serta mengelola tim dan sumber daya dengan 

lebih efektif. Secara keseluruhan, pelatihan ini memiliki peran penting dalam 

meningkatkan efektivitas pengelolaan TPA, baik dari sisi operasional maupun 

manajerial, yang berujung pada peningkatan kualitas pengelolaan sampah di TPA 

Terjun.  

4.3.3. Penilaian Kerja  

 Penilaian kinerja dijelaskan dalam (Rani & Mayasari, 2015) adalah proses 

mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika 

dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan 

informasi tersebut kepada karyawan menyatakan bahwa penilaian kinerja sebagai 

perangkat yang digunakan untuk mengukur standar yang ditetapkan oleh 

manajemen sumber daya manusia. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erianto Pasaribu selaku 

Penelaaah Kebijakan Teknis pada Selasa, 04 Maret 2024 pukul 11.00 WIB beliau 

mengatakan bahwa: 

“Penilaian kinerja terhadap PNS dilakukan setiap triwulan dengan menggunakan 

sistem BKN. Setiap kegiatan harian yang dilakukan oleh PNS wajib dilaporkan 

secara terperinci, sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan selama hari kerja 

dapat tercatat dengan baik. Setelah itu, setiap tiga bulan, semua laporan tersebut 

diunggah ke dalam sistem data BKN untuk kemudian dievaluasi secara 

menyeluruh. Proses evaluasi ini tidak hanya memastikan bahwa setiap aktivitas 
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tercatat secara akurat, tetapi juga membantu pihak manajemen dalam memonitor 

kinerja secara periodik. Dengan demikian, sistem penilaian yang diterapkan ini 

berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta 

memungkinkan identifikasi dan penanganan segera terhadap potensi kekurangan 

dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan, penilaian kinerja non – PNS lebih banyak 

didasarkan pada aspek kehadiran, kedisiplinan, serta hasil kerja yang dapat 

diamati langsung oleh atasan atau tim pengawas. Jadi, atasan langsung memiliki 

peran penting dalam mengevaluasi kinerja pegawai non-PNS, karena mereka 

yang paling tahu bagaimana pegawai tersebut menjalankan tugasnya sehari-

hari.” 

 Selanjutnya Bapak Azhar, mengatakan bahwasannya:  

  

“Penilaian kinerja tenaga kerja menjadi tanggung jawab langsung dari kepala 

dinas. Kepala dinas bertugas memastikan bahwa setiap aspek kinerja tenaga 

kerja tercatat dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, peran kepala dinas sangat penting dalam menjaga akuntabilitas, 

transparansi, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh seluruh 

pegawai.” 

 Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Erdin selaku Petugas 

Kebersihan TPA Terjun pada Rabu, 5 Maret 2024 pukul 11.00 WIB beliau 

mengatakan:  

“Tindakan yang dilakukan terhadap tenaga kerja yang kinerjanya dibawah 

standar akan berpengaruh terhadap tunjangan kerjanya, biasanya tunjangan 

kinerjanya akan mengecil.” 

   

 Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat disimpulkan 

bahwa, penilaian kinerja PNS dilakukan setiap triwulan melalui sistem BKN yang 

mencatat semua aktivitas harian untuk dievaluasi secara menyeluruh, guna 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu, penilaian kinerja 

non-PNS lebih berfokus pada kehadiran, kedisiplinan, dan hasil kerja yang 

langsung diamati oleh atasan. Kepala dinas bertanggung jawab dalam memastikan 

penilaian kinerja tenaga kerja sesuai standar yang ditetapkan. Kinerja yang rendah 

dapat berdampak pada penurunan tunjangan kerja, baik untuk PNS maupun non-

PNS. 
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4.3.4. Kompensasi Karyawan  

 Menurut pendapat Marwansyah (2010: 269) kompensasi merupakan 

imbalan yang perusahaan berikan kepada para karyawan atas kinerja yang 

diberikan terhadap organisasi baik imbalan langsung maupun tidak langsung, 

finansial maupun non finansial. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erianto Pasaribu selaku 

Penelaaah Kebijakan Teknis pada Selasa, 04 Maret 2024 pukul 11.00 WIB beliau 

mengatakan bahwa:  

“Dinas Lingkungan Hidup memberikan kompensasi bagi tenaga kerja yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbentuk gaji pokok, tunjangan jabatan, 

serta uang makan. Kombinasi ini dirancang untuk memberikan penghargaan 

yang komprehensif terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh para 

PNS dalam mengelola TPA, sehingga dapat memotivasi peningkatan kinerja dan 

efisiensi pelayanan publik. Selain itu, bagi tenaga kerja yang termasuk dalam 

kategori P3K, struktur kompensasi yang diberikan serupa dengan PNS, yaitu 

mencakup gaji, tunjangan jabatan, dan uang makan. Adanya tunjangan jabatan 

dalam paket kompensasi ini menunjukkan adanya pengakuan atas fungsi 

manajerial atau tanggung jawab khusus yang mungkin mereka emban dalam 

pengelolaan operasional TPA. Hal ini sejalan dengan prinsip administrasi publik 

yang menekankan keadilan dan insentif dalam pemberian kompensasi sebagai 

bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan. Sementara itu, bagi tenaga 

kerja yang non- PNS kompensasi yang diberikan hanya berupa gaji pokok.” 

 Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhar selaku Staff 

Operasional pada Rabu, 5 Maret 2024 pukul 10.00 WIB mengatakan bahwa: 

“Kompensasi bagi tenaga kerja adalah tanggung jawab Kepala Dinas. Kepala 

Dinas mengambil peran strategis dalam merancang, menetapkan, dan mengawasi 

pelaksanaan kebijakan kompensasi, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan 

mampu mencerminkan kebutuhan dan kesejahteraan tenaga kerja serta 

mendukung pencapaian kinerja organisasi. Langkah ini diharapkan dapat 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif, serta meningkatkan 

motivasi dan loyalitas tenaga kerja terhadap instansi.” 
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 Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Erdin selaku Petugas 

Kebersihan TPA Terjun pada Rabu, 5 Maret 2024 pukul 11.00 WIB beliau 

mengatakan:  

“Kompensasi karyawan akan diberikan setiap sebulan sekali dalam bentuk gaji 

saja tidak dengan tunjangan jabatan” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber 

maka, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan kompensasi di Dinas Lingkungan 

Hidup berbeda-beda berdasarkan status pegawai. Untuk Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan tenaga kerja P3K, kompensasi mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, 

dan uang makan, yang dirancang untuk menghargai peran mereka dalam 

pengelolaan TPA. Tunjangan jabatan diberikan sebagai pengakuan atas tanggung 

jawab manajerial. Sementara itu, bagi tenaga kerja non-PNS, kompensasi yang 

diberikan hanya berupa gaji pokok. Kepala Dinas memiliki peran strategis dalam 

merancang dan mengawasi kebijakan kompensasi untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif dan mendukung kinerja organisasi. 

4.3.5. Hubungan Ketenagakerjaan  

 Hubungan ketenagakerjaan dijelaskan dalam (Dessler 2017) adalah 

tentang menciptakan kerjasama yang harmonis antara pekerja dan pengusaha agar 

tujuan organisasi dapat tercapai tanpa mengabaikan kesejahteraan karyawan. 

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erianto Pasaribu selaku Penelaaah 

Kebijakan Teknis pada, Selasa 04 Maret 2024 pukul 11.00 WIB beliau 

mengatakan bahwa:  

“Terdapat beberapa bentuk hubungan ketenagakerjaan yang diterapkan untuk 

memastikan efektivitas pengelolaan tenaga kerja. Pertama, bagi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) diterapkan hubungan kerja formal yang memberikan hak dan 
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kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk kompensasi lengkap 

berupa gaji, tunjangan jabatan, dan uang makan. Selain itu, untuk tenaga kerja 

P3K, hubungan ketenagakerjaan dijalankan melalui perjanjian kerja yang 

mengatur hak serta kewajiban secara kontraktual, sehingga status dan perlakuan 

mereka dapat tersusun dengan jelas. Sedangkan bagi tenaga kerja non-PNS, 

hubungan yang diterapkan umumnya bersifat kontrak atau outsourcing, di mana 

kompensasi yang diberikan hanya berupa gaji pokok. Kombinasi berbagai bentuk 

hubungan ini dirancang untuk menciptakan struktur kerja yang adil dan 

terintegrasi, sehingga setiap kategori tenaga kerja dapat memberikan kontribusi 

optimal dalam mendukung kinerja pengelolaan TPA Terjun.” 

 

 Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhar selaku Staff 

Operasional pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2024 pukul 10.00 WIB beliau 

mengatakan bahwa:  

“Untuk pengelolaan TPA Terjun Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 

melakakukan evaluasi berdasarkan bagaimana hasil TPA Terjun ini. Misal 

seperti BPJP pengelolaan sampah yang baik dan benar. Jika hasilnya sedikit 

berarti mereka bekerja tidak maksimal tetapi jika hasilnya sesuai target berarti 

kinerjanya maksimal.” 

 

 Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erdin selaku 

Petugas Kebersihan TPA Terjun pada Rabu, 5 Maret 2024 pukul 11.00 WIB 

beliau mengatakan bahwasannya:  

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menerapkan strategi untuk menjaga 

hubungan kerja yang harmonis dengan memberikan wewenang penuh kepada 

ketua tim. Ketua tim bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memonitoring, 

dan mengawasi seluruh kegiatan bawahannya, sehingga tercipta sinergi yang 

efektif dan efisiensi dalam pengelolaan TPA Terjun.” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber 

dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Medan mengadopsi berbagai bentuk hubungan ketenagakerjaan yang 

disesuaikan dengan status pegawai. Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan 

hubungan kerja formal dengan hak dan kewajiban yang jelas, termasuk 

kompensasi berupa gaji, tunjangan jabatan, dan uang makan. Untuk tenaga kerja 
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P3K, hubungan kerja bersifat kontraktual yang mengatur hak dan kewajiban 

secara spesifik, sementara tenaga kerja non-PNS umumnya bekerja berdasarkan 

kontrak atau sistem outsourcing dengan kompensasi berupa gaji pokok. Dalam hal 

pengelolaan TPA Terjun, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan 

evaluasi berdasarkan hasil kerja seperti efektivitas pengelolaan sampah. Apabila 

hasil yang dicapai sesuai target, maka kinerja dianggap maksimal. Selain itu, 

untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, Dinas Lingkungan Hidup 

memberikan wewenang penuh kepada ketua tim untuk mengoordinasikan, 

memonitoring, dan mengawasi seluruh kegiatan, yang bertujuan mencapai 

efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan TPA Terjun. 

4.3.6. Kesehatan dan Keselamatan  

 Kesehatan dan keselamatan merupakan hal yang paling penting 

diperhatikan oleh organisasi kepada tenaga kerjanya. Tujuannya, untuk 

mengurangi resiko organisasi dari pengeluaran biaya yang lebih akibat kecelakaan 

kerja. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erianto Pasaribu selaku Penelaah 

Kebijakan Teknis pada, Selasa 04 Maret 2024 pukul 11.00 WIB beliau 

mengatakan bahwa:  

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menerapkan standar keselamatan kerja 

yang berpedoman pada SOP (Standard Operating Procedure) yang telah disusun 

secara komprehensif. Dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja, dilakukan 

identifikasi dan evaluasi risiko secara menyeluruh untuk mengantisipasi potensi 

bahaya di lingkungan kerja.  Pegawai pun mendapatkan pelatihan dan 

penyuluhan rutin mengenai prosedur keselamatan. Selain itu, monitoring dan 

evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan implementasi SOP berjalan dengan 

baik, disertai dengan audit keselamatan kerja secara periodik guna menilai 

efektivitasnya serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Keseluruhan 

upaya ini mencerminkan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja secara sistematis dan terintegrasi.” 
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 Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Azhar selaku Staff 

Operasional pada Rabu, 5 Maret 2024 pukul 10.00 WIB beliau mengatakan 

bahwa:  

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memberikan program kesehatan khusus 

bagi pekerja yang sering terpapar limbah melalui Dinas Kesehatan yang setiap 

tahunnya menyelenggarakan program pengobatan gratis sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesehatan dan mengurangi dampak negatif paparan limbah.” 

 Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Erdin selaku Petugas 

Kebersihan TPA Terjun pada Rabu, 5 Maret 2024 pukul 11.00 WIB beliau 

mengatakan bahwasannya:  

 

“Selain program yang diberikan oleh Dinas Kesehatan juga ada beberapa 

universitas di Medan yang turut berperan dengan melaksanakan program 

swadaya, yakni pengobatan gratis yang ditujukan tidak hanya kepada tenaga 

kerja tetapi juga masyarakat umum. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan 

institusi pendidikan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga 

kesehatan serta keselamatan kerja di tengah tantangan lingkungan yang semakin 

kompleks.” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber 

dapat disimpulkan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah 

menerapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keselamatan kerja dan 

kesehatan para pegawai serta masyarakat yang terlibat langsung dalam 

pengelolaan lingkungan. Salah satu upaya utama adalah penerapan standar 

keselamatan kerja yang mengacu pada SOP (Standard Operating Procedure) yang 

telah disusun secara komprehensif. Dalam rangka mencegah kecelakaan kerja, 

dilakukan identifikasi dan evaluasi risiko secara menyeluruh untuk mengantisipasi 

potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Pegawai juga secara rutin 

mendapatkan pelatihan dan penyuluhan mengenai prosedur keselamatan, serta 

dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi SOP 
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berjalan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan juga memberikan 

perhatian khusus terhadap kesehatan pekerja yang terpapar limbah, dengan 

menyelenggarakan program pengobatan gratis yang difasilitasi oleh Dinas 

Kesehatan setiap tahunnya. Dinas Lingkungan Hidup juga berkolaborasi dengan 

beberapa universitas di Medan yang melaksanakan program swadaya berupa 

pengobatan gratis, yang tidak hanya ditujukan kepada tenaga kerja, tetapi juga 

masyarakat umum. Kerja sama antara pemerintah dan institusi pendidikan ini 

menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, 

serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. 

4.3.7.  Ekuitas Karyawan 

 Ekuitas karyawan merujuk pada keadilan dan kesetaraan di tempat kerja. 

Konsep ini menekankan bahwa setiap karyawan diperlakukan secara adil dalam 

hal kompensasi, pengakuan, peluang, dan diperlakukan sesuai dengn kontribusi 

dan kinerjanya. 

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erianto Pasaribu selaku Penelaaah 

Kebijakan Teknis pada Selasa, 04 Maret 2024 pukul 11.00 WIB beliau 

mengatakan bahwa: 

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memastikan penerapan sistem 

kompensasi, promosi, dan pelatihan secara adil dan setara melalui beberapa 

mekanisme yang transparan dan terintegrasi. Dilakukan evaluasi berkala 

terhadap kinerja setiap pegawai yang menjadi dasar penetapan kompensasi dan 

promosi, sehingga setiap penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis 

kinerja. Langkah - langkah tersebut mencerminkan komitmen Dinas Lingkungan 

Hidup dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan 

mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.” 
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 Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Azhar selaku Staff 

Operasional pada Rabu, 5 Maret 2024 pukul 10.00 WIB beliau mengatakan 

bahwasannya: 

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah menetapkan kebijakan khusus untuk 

menilai tercapainya ekuitas di antara karyawan. Kebijakan ini mencakup evaluasi 

menyeluruh terhadap aspek kompensasi, promosi, dan pelatihan melalui sistem 

penilaian yang transparan dan objektif. Pihak manajemen melakukan analisis 

data internal serta survei kepuasan karyawan secara berkala untuk mendeteksi 

adanya ketimpangan. Selain itu, forum diskusi dan konsultasi dengan perwakilan 

karyawan juga diadakan guna memastikan setiap masukan terkait keadilan dan 

kesetaraan terakomodasi dengan baik. Dengan mekanisme tersebut, Dinas 

Lingkungan Hidup berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem manajemen 

sumber daya manusia, sehingga lingkungan kerja yang inklusif dan adil dapat 

terwujud secara menyeluruh.” 

 

 Beliau juga mengatakan bahwa: 

 

“Di TPA Terjun tanggung jawab untuk memastikan penerapan ekuitas di antara 

tenaga kerja, baik yang tetap maupun yang kontrak, tidak hanya diemban oleh 

satu pihak saja. Secara struktural, Kepala Tim memegang peran utama dalam hal 

ini, dengan dukungan tim SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas 

melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin. Selain itu, adanya pengawasan 

internal melalui forum atau rapat evaluasi berkala juga membantu memastikan 

bahwa kebijakan terkait kompensasi, promosi, dan pelatihan diterapkan secara 

adil kepada semua karyawan. Dengan pendekatan kolektif seperti ini, diharapkan 

setiap tenaga kerja mendapat perlakuan yang setara sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan.” 

 

  Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber 

dapat disimpulkan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memastikan 

penerapan sistem kompensasi, promosi, dan pelatihan yang adil dan setara melalui 

mekanisme yang transparan dan terintegrasi. Evaluasi berkala terhadap kinerja 

pegawai menjadi dasar dalam penetapan kompensasi dan promosi, yang dilakukan 

secara objektif dan berbasis kinerja. Selain itu, kebijakan khusus juga diterapkan 

untuk menilai tercapainya ekuitas di antara karyawan, dengan melakukan evaluasi 

menyeluruh terhadap aspek kompensasi, promosi, dan pelatihan. Manajemen 
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secara rutin melakukan analisis data internal dan survei kepuasan karyawan untuk 

mendeteksi ketimpangan, serta mengadakan forum diskusi dengan perwakilan 

karyawan untuk memastikan masukan terkait keadilan dan kesetaraan 

terakomodasi dengan baik. Di TPA Terjun, penerapan ekuitas juga melibatkan 

tanggung jawab bersama, di mana kepala tim berperan utama dengan dukungan 

tim SDM yang melakukan evaluasi dan monitoring rutin. Pengawasan internal 

melalui rapat evaluasi berkala turut memastikan bahwa kebijakan-kebijakan 

tersebut diterapkan secara adil kepada seluruh karyawan. Langkah-langkah 

tersebut menunjukkan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. 

4.4.  Pembahasan 

4.4.1. Rekrutmen 

 Rekrutmen adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah 

perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai 

mendapatkan calon yang diinginkan atau memenuhi kualifikasi sesuai dengan 

jabatan atau lowongan yang ada. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari 

narasumber dapat disimpulkan bahwa rekrutmen tenaga kerja di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan diadakan melalui dua jalur seleksi, yaitu PNS 

yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan non-PNS yang juga 

melalui ujian untuk memastikan kompetensi sesuai dengan tugas yang diemban. 
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 Hal ini sesuai dengan Gary Desler (2017) menjelaskan rekrutmen adalah 

proses menarik, mengundang, dan menemukan calon tenaga kerja yang dianggap 

potensial untuk menduduki jabatan tertentu dalam organisasi 

 Pembagian tugas dan sistem yang ada sudah berjalan dengan baik namun, 

efektivitas operasional masih dapat ditingkatkan. Penambahan jumlah tenaga kerja 

dan armada pengangkutan sampah sangat diperlukan untuk mendukung 

kelancaran pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan Soewarno Handayaningrat 

dalam (Umar, 2005) menjelaskan pengelolaan adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.  

 Maka dapat disimpulkan sistem rekrutmen tenaga kerja sudah berjalan 

dengan baik tetapi, ada kebutuhan untuk peningkatan dalam beberapa aspek 

seperti penambahan tenaga kerja dan armada serta penguatan sosialisasi kepada 

masy1arakat. Hal ini akan mendukung tercapainya efektivitas yang lebih tinggi 

dalam pengelolaan TPA Terjun di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. 

4.4.2. Pelatihan dan Pengembangan 

 Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu kunci kesuksesan dari 

sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan pelatihan dan 

pengembangan karyawan yaitu, untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik 

secara afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotoriknya (perilaku) serta 

mempersiapkan karyawan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi 

sehingga dapat mengatasi hambatan - hambatan yang sekiranya muncul dalam 

pekerjaan. 
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 Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari narasumber dapat 

disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah memberikan 

fokus yang besar terhadap program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, 

khususnya bagi petugas yang bertugas di TPA Terjun. Program pelatihan ini 

dirancang untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja, terutama operator alat 

berat, memiliki keterampilan yang sesuai dengan SOP (standar operasional 

prosedur) yang berlaku. Pelatihan yang dilakukan secara rutin setiap tahun 

bertujuan untuk memastikan bahwa para petugas dapat mengoperasikan alat berat 

dengan benar, serta memahami prosedur keselamatan yang harus diterapkan 

dalam menjalankan tugasnya. 

 Hal ini sesuai dengan Gary Dessler (2017) menyatakan bahwa pelatihan 

adalah proses melatih tenaga kerja menjadi ahli sehingga bisa membantunya 

mengerjakan pekerjaannya pada saat ini. Pengembangan adalah proses melatih 

tenaga kerja menjadi ahli sehingga bisa membantu pekerjaannya. 

 Pengembangan manajerial juga menjadi fokus penting khususnya untuk 

petugas yang dipromosikan ke posisi kepemimpinan. Pengembangan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam merencanakan dan mengambil 

keputusan strategis, serta dalam mengelola tim dan sumber daya dengan lebih 

efektif. 

 Dapat disimpulkan bahwa, program pelatihan dan pengembangan yang 

diterapkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memainkan peran yang 

sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan TPA Terjun. 

Pelatihan yang mencakup keterampilan teknis dan manajerial tersebut diharapkan 
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dapat memperkuat kemampuan tenaga kerja, baik dalam operasional di lapangan 

maupun dalam pengelolaan tim dan sumber daya secara lebih efisien. 

4.4.3. Penilaian Kinerja 

 Menurut (Rani & Mayasari, 2015) penilaian kinerja merupakan proses 

mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika 

dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan 

informasi tersebut kepada karyawan menyatakan bahwa penilaian kinerja sebagai 

perangkat yang digunakan untuk mengukur standar yang ditetapkan oleh 

manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, 

dapat dianalisis bahwa penilaian kinerja tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Medan memiliki sistem yang terstruktur dan berfungsi untuk memastikan 

pencapaian kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk pegawai negeri 

sipil (PNS) penilaian kinerja dilakukan secara periodik setiap triwulan melalui 

sistem yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang 

memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas harian yang 

dilaporkan. Hal ini mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan kinerja. Sementara itu, untuk tenaga kerja non-PNS penilaian 

berfokus pada aspek kehadiran, kedisiplinan, dan hasil kerja yang diamati 

langsung oleh atasan atau pengawas. Sistem ini menempatkan peran atasan 

langsung sebagai faktor kunci dalam memberikan penilaian yang objektif dan 

berdasarkan kinerja sehari-hari. Hal ini sesuai dengan Gary Dessler (2017) 

penilaian kinerja merupakan proses evaluasi tenaga kerja dalam organisasi dengan 
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cara membandingkan antara hasil aktual kinerja tenaga kerja dengan standar yang 

ada. 

 Kepala dinas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan 

bahwa penilaian kinerja dilakukan dengan tepat sesuai dengan standar yang ada. 

Tanggung jawab kepala dinas untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pegawai 

sangat menentukan kualitas layanan yang diberikan oleh tenaga kerja di lapangan, 

terutama di TPA Terjun. Kinerja yang tidak memenuhi standar dapat berakibat 

pada penurunan tunjangan, yang menjadi salah satu konsekuensi dari penilaian 

yang kurang baik. Hal ini memberikan dampak langsung pada motivasi dan 

kinerja tenaga kerja, sehingga mendorong mereka untuk bekerja sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

 Secara keseluruhan, sistem penilaian kinerja yang diterapkan di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan sudah berjalan dengan cukup baik dalam 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengawasan yang tepat dari 

atasan dan kepala dinas, sistem ini berkontribusi pada peningkatan kualitas 

pengelolaan TPA Terjun. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada 

konsistensi dalam penerapan penilaian dan pengawasan yang berkualitas untuk 

menjaga kualitas kerja tenaga kerja di lapangan. 

4.4.4. Kompensasi Karyawan 

 Menurut pendapat Marwansyah (2010) kompensasi merupakan imbalan 

yang diberikan kepada tenaga kerja atas kinerja yang diberikan terhadap 

organisasi baik imbalan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun 

nonfinansial. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa 
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kebijakan kompensasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menunjukkan 

adanya pembedaan yang cukup jelas berdasarkan status kepegawaian. Hal ini 

menjadi cerminan dari bagaimana fungsi manajemen sumber daya manusia, 

khususnya dalam hal pemberian kompensasi. 

 Kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja yang berstatus Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 

mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, dan uang makan. Kehadiran tunjangan 

jabatan juga menjadi bentuk penghargaan atas fungsi manajerial yang dijalankan, 

yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam administrasi publik, yaitu keadilan dan 

insentif yang proporsional terhadap beban kerja serta tanggung jawab yang 

diemban. Bagi tenaga kerja non-PNS kompensasi yang diberikan terbatas hanya 

pada gaji pokok tanpa adanya tunjangan tambahan. 

 Hal ini sesuai dengan Gary Dessler (2017) bahwa kompensasi karyawan 

adalah semua imbalan yang diterima oleh tenaga kerja sebagai balas jasa atas 

kontribusi yang diberikannya kepada organisasi. Dalam konteks ini, efektivitas 

fungsi MSDM dapat ditinjau dari sejauh mana kebijakan kompensasi tersebut 

dapat memotivasi seluruh lapisan tenaga kerja, tanpa memandang status 

kepegawaiannya, agar tetap produktif dan berkomitmen terhadap pekerjaan 

mereka. 

 Kemudian, penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 

kompensasi berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas. Peran ini menyatakan 

adanya fungsi strategis dari pimpinan dalam pengelolaan sumber daya manusia, 

terutama dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menjawab 
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kebutuhan kesejahteraan pegawai serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. 

Langkah ini penting karena kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan tenaga 

kerja dapat berpengaruh terhadap semangat kerja, loyalitas, hingga performa 

organisasi secara keseluruhan. 

4.4.5. Hubungan Ketenagakerjaan  

 Hubungan Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah hukum antara pekerja 

atau buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha yang didasari atas adanya 

perjanjian kerja baik secara tertulis maupun lisan. Berdasarkan hasil wawancara 

yang diperolah dari narasumber dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Medan menerapkan sistem pengelolaan tenaga kerja yang berbeda 

sesuai dengan status pegawai. PNS mendapatkan hubungan kerja formal dengan 

kompensasi lengkap, sementara P3K memiliki kontrak kerja dengan hak dan 

kewajiban yang jelas. Tenaga kerja non-PNS umumnya berstatus kontrak atau 

outsourcing dengan kompensasi berupa gaji pokok. Pembagian hubungan kerja ini 

mencerminkan usaha untuk menciptakan struktur yang adil dan fungsional bagi 

seluruh pegawai. 

 Hal ini sesuai dengan Gary Dessler (2017) tentang menciptakan kerjasama 

yang harmonis antara pekerja dan pengusaha agar tujuan organisasi dapat tercapai 

tanpa mengabaikan kesejahteraan karyawan. 

 Pengelolaan TPA Terjun menilai kinerja berdasarkan hasil kerja, terutama 

efektivitas pengelolaan sampah. Evaluasi berbasis hasil ini menggambarkan 

penerapan manajemen berbasis kinerja yang mengutamakan pencapaian target. 

Selain itu, pemberian wewenang penuh kepada ketua tim untuk mengoordinasi 
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dan mengawasi seluruh kegiatan di lapangan memastikan hubungan kerja yang 

harmonis dan efisiensi operasional. 

 Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan upaya untuk mengelola 

tenaga kerja secara terstruktur, adil, dan berbasis kinerja yang mendukung 

efektivitas pengelolaan TPA Terjun. 

4.4.6. Kesehatan dan Keselamatan 

 Kesehatan dan keselamatan kerja adalah hal yang paling penting untuk 

diperhatikan agar tenaga kerja merasa terlindungi dan untuk mengurangi resiko 

kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat dianalisis 

bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah mengambil langkah-langkah 

strategis yang signifikan dalam menjaga keselamatan kerja dan kesehatan para 

pegawai serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan. 

 Dinas Lingkungan Hidup juga menunjukkan perhatian terhadap kesehatan 

pekerja terutama mereka yang terpapar limbah berbahaya. Program pengobatan 

gratis yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setiap tahunnya merupakan salah 

satu bentuk nyata dari tanggung jawab sosial dan kesehatan yang diberikan 

kepada para pekerja. Ini mencerminkan upaya untuk mengurangi dampak negatif 

yang mungkin timbul akibat paparan limbah yang tidak terhindarkan di area 

pengelolaan sampah.  

 Hal ini sesuai dengan Gary Dessler (2017) menjelaskan kesehatan dan 

keselamatan adalah hal yang sangat pentinf diberikan kepada tenaga kerja agar 

tenaga kerja merasa dilindungi dan hal ini juga dapat mengurangi resiko dari 
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pengeluaran biaya kecelakaan yang terjadi dan resiko dari ketidakpatuhan dari 

standar keamanan yang ada. 

 Tidak hanya terbatas pada pegawai, Dinas Lingkungan Hidup juga 

berkolaborasi dengan universitas-universitas di Medan untuk melaksanakan 

program swadaya, yang turut menyasar masyarakat umum, menunjukkan adanya 

upaya yang lebih luas dalam menjaga kesehatan masyarakat yang tinggal di 

sekitar area TPA Terjun. 

 Kolaborasi antara pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan 

Dinas Kesehatan dengan institusi pendidikan menunjukkan adanya sinergi yang 

saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. 

Program pengobatan gratis yang tidak hanya terbatas pada tenaga kerja namun 

juga mencakup masyarakat sekitar, menggambarkan komitmen bersama dalam 

menangani tantangan lingkungan yang semakin kompleks. 

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah 

menjalankan berbagai langkah yang tidak hanya berfokus pada keselamatan dan 

kesehatan pekerja, tetapi juga pada upaya meningkatkan kualitas lingkungan 

secara keseluruhan. Penerapan SOP yang ketat, evaluasi risiko yang menyeluruh, 

serta program kesehatan yang melibatkan berbagai pihak, merupakan langkah 

strategi s yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan TPA Terjun dan juga 

menciptakan dampak positif bagi masyarakat. 

4.4.7. Ekuitas Karyawan  

 Pada dasarnya ekuitas karyawan merujuk pada keadilan dan kesetaraan 

dalam perlakuan terhadap karyawan ditempat kerja. Berdasarkan hasil wawancara 
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dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bahwa penetapan 

kompensasi dan promosi berdasarkan evaluasi kinerja berkala menunjukkan 

bahwa sistem ini mengedepankan pendekatan berbasis merit (merit-based 

approach). Hal ini sesuai dengan teori Gary Dessler (2017) bahwa kompensasi 

yang adil harus didasarkan pada kontribusi dan kinerja aktual dari karyawan, 

bukan atas dasar kedekatan personal atau senioritas semata. Adanya evaluasi rutin 

menjadi indikator bahwa sistem penilaian kinerja yang digunakan bersifat objektif 

dan terukur. 

 Kemudian, kebijakan ekuitas tidak hanya berlaku secara umum di kantor 

pusat, tetapi juga diterapkan secara konsisten di lapangan, seperti di TPA Terjun, 

yang menunjukkan adanya konsistensi kebijakan dari tingkat strategis hingga 

operasional. Keterlibatan kepala tim dan tim SDM dalam proses monitoring serta 

pengawasan melalui rapat evaluasi berkala memperlihatkan bahwa tanggung 

jawab atas penerapan ekuitas dibagi secara kolektif, bukan hanya dibebankan pada 

satu unit kerja tertentu.  

 Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap 

prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya manusia. 

Penerapan sistem kompensasi, promosi, dan pelatihan yang adil dan transparan 

tidak hanya meningkatkan motivasi dan loyalitas pegawai, tetapi juga 

menciptakan iklim kerja yang positif dan produktif. Hal ini juga mendukung 

pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas 

dan kapasitas pegawai. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil uraian penelitian pada bab pembahasan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Fungsi MSDM Dalam Pengelolaan 

TPA Terjun Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sudah dijalankan dengan 

cukup baik namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki hal ini diketahui 

berdasrkan kategorisasi penelitian: Pertama, Proses rekrutmen tenaga kerja di 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah berjalan dengan baik melalui jalur 

seleksi yang terstruktur namun, penambahan jumlah tenaga kerja dan armada 

pengangkutan sampah perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 

pengelolaan sampah. Kedua, Pelatihahan dan Pengembangan sudah dilakukan 

secara rutin dengan fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial. 

Pelatihan ini terbukti membantu meningkatkan kinerja petugas, terutama yang 

bekerja di TPA Terjun. Pengembangan manajerial juga penting untuk 

meningkatkan kapasitas kepemimpinan.  

 Ketiga, Penilaian Kinerja. Sistem penilaian kinerja yang diterapkan sudah 

cukup baik dengan evaluasi berdasarkan hasil kerja dan disiplin. Namun, 

pengawasan yang lebih konsisten dan peningkatan evaluasi kinerja sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Terjun. Keempat, 

Kompensasi Karyawan yang diterima oleh PNS dan P3K sudah memadai, 

mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, dan uang makan. Namun, tenaga kerja 

non-PNS hanya mendapatkan gaji pokok, sehingga perlu dilakukan perbaikan 
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agar kompensasi lebih adil dan sesuai dengan beban kerja. Kelima, Hubungan 

Ketenagakerjaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menerapkan sistem 

hubungan ketenagakerjaan yang sesuai dengan status pegawai. PNS menerima 

hubungan kerja formal, P3K memiliki kontrak kerja yang jelas, sementara tenaga 

kerja non-PNS diatur melalui kontrak. Pembagian ini mencerminkan struktur yang 

adil dan fungsional.  

 Keenam, Kesehatan dan Keselamatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Medan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga kesehatan dan 

keselamatan kerja tenaga kerja. Program pengobatan gratis bagi pekerja dan 

masyarakat sekitar serta kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan universitas di 

Medan menunjukkan komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan lingkungan. 

Ketujuh, Ekuitas Karyawan Penerapan kebijakan berbasis merit dalam 

kompensasi, promosi, dan pelatihan menunjukkan adanya komitmen terhadap 

prinsip keadilan dan kesetaraan. Evaluasi kinerja yang objektif dan pengawasan 

secara berkala memastikan bahwa seluruh karyawan diperlakukan dengan adil 

sesuai dengan kontribusi mereka. 

5.2.  Saran 

 Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran – saran yang 

dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai 

Efektivitas Fungsi MSDM Dalam Pengelolaan TPA Terjun Di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Medan: 
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1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebaiknya menambah jumlah 

tenaga kerja dan armada pengangkutan sampah untuk meningkatkan 

efisiensi pengelolaan sampah. 

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diharapkan lebih memperkuat 

langkah - langkah keselamatan dan memastikan perlindungan yang 

memadai bagi tenaga kerja yang terpapar limbah berbahaya. 

3. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota meningkatkan program 

sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya pengelolaan 

sampah yang baik. 
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